UTUSAN

PILKADA/2024/PT.TUN.MDN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”

NGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

elesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat
yang diselenggarakan secara elekironk melalui sistem
arikut dalam sengketa antara:

ATI, ST., warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta,
Dusun Setelit Graha, Kampung Kebun Tanah Terban
2nq Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

. warganegara Indonesia, pekefjaan wiraswesta, tempat
3ahagia, Kampung Bundar, Kecamatan Kampung Baru,
Tamiang, Provinsi Aceh;

serikan kuasa kepada Feny Irawan Nasufion, SH., MH. dan
;negara Indonesia, pekeriaan Advokat/Penasehat Hukum
uh:mFenyNasulion&PartneryangberalamatdiDusun
g Johor, Kecamata Karang Baru, Kabupaten Aceh
Aceh. domisili elektronik: ferynasution.partner@gmail.com.
Kuasa Knhusus Nomor 12/SK/FNP/X/2024, tertanggal 08

sebagai PENGGUGAT,

Lawan

DEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, tempat
« Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kampung
KamgBauKabmatenAoehTamanngnsAmhdwdd
warganegara Indonesia, Jabatan Ketua Komisi Independen
> mnAoehTaniam,merrﬁhtempatkedmmhummdikamr
ibawa ndengamnmenbenlmhmkepachhmade
I-hlqmpadaKauorHu«mAhn'adsydciLwis&Relmya'g
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PUTUSAN
NOMOR: 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN
«DEI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat
pertama dengan acara Khusus yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem
informasi pengadilan, sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. H. HAMDAN SATI, ST., warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta,
tempat tinggal Dusun Setelt Graha, Kampung Kebun Tanah Terban
Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

2 FEBRIADI, SH., warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat
tinggal Dusun Bahagia, Kampung Bundar, Kecamatan Kampung Baru,
Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fenry Irawan Nasution, SH., MH. dan

kawan-kawan, warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum

pada Kantor Fima Hukum Fery Nasution & Partner yang beralamat di Dusun

Gelugur, Kampung Johor, Kecamata Karang Baru, Kabupaten Aceh

Tamiang, Provinsi Aceh, domisili elektronik: fenynasuﬁon.partner@gmaﬂ.oom.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKIFNP/X/2024, tertanggal 08

Oktober 2024; ,

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, tempat

kedudukan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kampung

Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, diwakil

dehRitaAmanﬁ,wa@amgamlmd\&daJaWKehaKonisilndependen

Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang, memiih tempat kediaman hukum dikantor

kuasa hukumnya dibawah ini, dengan ini memberikan kuasa kepada Ahmad Syukti

Lubis, SH. MH. dan kawan-kawan, warganegara warganegara Indonesia, pekeraan

Advokat/Panasehan Huku pada Kantor Hukum Ahmad Syuldi Lubis & Rekan yang

beralamat i J1. Bajk Il, Nomor 63 D, Marindal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,

berdawkanwratmmkhusustenanggd 15 Oktober 2024;

SelanpmyadisebutsebagaiTERGUGAT;

Halaman 1 dani 62 halaman. Putusan Nomor: 18/G/PILKAD
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Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor 15/PEN-PILKADA2024/PT.TUN.MDN terlunggal 9 Okiober 2024 tentang
penunjukan Majelis Hakim;

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti Nomor
15/PEN.PP.JSP/2024/PT.TUM.MDN tanggal 9 Oktober 2024;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan Nomor. 15/PEN-HS/PILKADA/2024/PT.TUNMDN tanggal 11
Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang dalam sengketa Tata Usaha Negara
tersebut;

- Telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak berperkara;

- Telah mendengar keterangan Ahli dan Saksi yang diajukan para pihak;

- Telah membaca Berita Acara Perkara a quo;

TENTANG DUDUK SENGKETA
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Oktober

2024 yang didaftarkan melalui SIP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan pada tanggal 8

Oktober 2024, dengan Register Perkara Nomor : 15/G/PILKADA2024/ PT.TUN.MDN,

dan telah diperbaiki tanggal 11 Oktober 2024;

. OBJEK GUGATAN DALAMPERKARA A QUO

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo adalah akibat telah
diterbitkannya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
Khususnya Lampiran, atas nama Pasangan Calon yaitu Drs. Amia Pahmi, MH
dan Ismail, SE.I;

Bahwa gugatan a quo diajukan dalam perkara ini adalah sebagaimana
ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Perubahan Kefiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Perarturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota (Selanjutnya d}itbl;t\
Undang-Undang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota) Jo. ‘i‘ U\
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(12) Perarturan Mahkamah Agung Repubiik Indonesia (PERMA) Nomor 11 Tahun
2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Selanjutnya disebut PERMA
Nomor 11 Tahun 2016), yang berbunyi :

“ Pasal 153 (1) Undang-Undang Pemilihan: Sengketa Tata Usaha Negara
Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara
Pemilihan antara Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati dan
Calon Weakil Bupati, serta Calon Waliota dan Waki Walikota dengan KPU Provinsi
danatau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU

Provinsi dan/atau KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;”

“Pasal 1 ayat (12) PERMA Nomor 11 Tahun 2016: Objek Sengketa Tata Usaha

Negara Pemilhan adalah Keputusan KPU ProvinsiKIP Aceh atau KPU

Kabupatern/Kota Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubemur dan Calon Wakil

Gubemur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupat; atau Calon Walikota dan Calon

Wakil Walikota;”

PROSES PEMERIKSAAN UPAYA ADMINISTRATIF PADA PANITIA

PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH) KABUPATEN ACEH TAMIANG

1. Bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan,
“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul
dalam bidang fata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubemur dan
Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon
Walkota dan Calon Waki Walikota dengan KIP Provinsi dan/atau KIP
Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KIP Provinsi
danatau KIP Kabupater/Kota” Gugatan ini digjukan termasuk dalam
Sengketa tata usaha negara Pemilhan sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan KIP Provinsi dan/atau KIP Kabupatern/Kota;

2.  Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan,
‘Pengajuan gugatan atas sengketa fata usaha negara Pemilhan ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan sefelah seluruh upaya
administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah
diiakukan”. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif di Panjtia-..

e a T 10 e
P \\‘\““‘ l‘bq[}-,’\}

Pengawas Pemiihan Kabupaten Aceh Tamiang dan telah terbit/| ﬁ&\ﬂ
S
S/ Pt
= a2 z“
2 | S\
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Sengketa Nomor Permohonan: 001/PS.REG/AC.07 /1X/2024 tertanggal 05
Oktober 2024; pada intinya amamya berbunyi sebagai berikut :
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemiihan (Perma Nomor 11 Tahun
2016), pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) mengatur sebagai berikut :

(1) Pengadilan bertugas dan bemwenang menenima, memernksa,
mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara
pemilihan.

(2) Pengadilan berwenang mengadili sengkefa fata usaha negara
pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau
Panwas Kabupatern/Kota telah digunakan.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan berwenang untuk mengadili perkara ini;

ll. KEDUDUKANHUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republk Indonesia yang
bertempat tinggal dan berdomisii di Kabupaten Aceh Tamiang yang
konstitusionalnya dan hak kolekiif masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang
dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur
dalam Pasal 28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubik
Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan ‘Sefiap orang berhak untuk
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektit untuk
membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

2 Bahwa oleh karenanya, Penggugat menggunakan haknya untuk
Kabupaten Acech Tamiang Tahun 2024, berdasarkan Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perarturan
PernamtghPaggarﬂUndang—UndangNm\or1Tahm2014Temang\

\‘i US \

Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walkota menjadi Undang-Undmg
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menyebutkan : “Sefiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan |
yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Gubemur i
dan Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon |
Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

Bahwa Penggugat mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dari jalur Perseorangan (Independen)
dengan berpedoman pada Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan Qanun Aceh nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubemur

dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil |
Walikota di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang pada tanggal I
11 September 2024;

Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang (Tergugat)
kemudian menerima Pendaftaran yang diajukan oleh Penggugat akan tetapi
Tergugat tidak memberikan tanda terima kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Rabu 11
September 2024 Penggugat menerima keputusan Komisi Independen
Pemilhan Kabupaten Aceh Tamiang berupa Berta Acara Nomor:
158/PL.02.2-BA/1116/2024 tertanggal 11 September 2024, yang isinya
Dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh
Tamiang atas nama H. Hamdan Sati, ST dan Febriadi, SH, dinyatakan
DITOLAK. Setelah dilakukan Pemeriksaan dokumen pendaftaran;

Bahwa atas dasar hal tersebut Penggugat telah dirugikan karena tidak di
tetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024,
tanggal 22 September 2024;

Bahwa oleh karena hal tersebut, maka dasar hukum Penggugat untuk
mengajukan Gugatan terhadap Objek Gugatan telah sesuai dengan
Ketentuan Pasal 142 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, danWallkota
Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah ~ beberapa /K&l <" Beh
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terakhir  dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 fenfang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Kefiga atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiihan Gubemur,
Bupati, dan Walikota Meniadi Undang-undang, yang berbunyi

“Pasal 142 : Sengketa Pemilihan terdii atas : b. Sengketa antara peserta
Pemilhan dan Penyelenggara Pemiihan sebagai akibat dkeluarkannya
keputusan KPU Provinsi darvatau KPU Kabupaten/Kola.” Jo, Peraturan |
Badan Pengawas Pemilu (Perbawasiu) Pasal 6 ayat (1) Pemohon dalam
penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau
b. Pasangan Calon;

8. Bahwa sekin hal tersebut diatas dapat Penggugat sampaikan, Penggugat
dalam perkara ini merupakan pihak yang sangat dirugikan baik secara materil
dan immaterial atas terbitnya Objek Gugatan a quo yang diterbitkan oleh
Tergugat,

9. Bahwa oeh karena Penggugat merasa dirugkan bak secara mateni
maupun immaterial maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir
diubzh dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut
Undang-Undang PTUN) berbuny:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada Pengadian yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan
Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dnyatakan batal atau tidak sah,
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menunt

Penggugat, kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam Gugatan a quo

memenuhi ketenfuen kedudukan hukum (legal standing) Gugatan Penyelesaian

Sengketa Tata Usaha Negarg; —

IV. MASA TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN G
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1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo yang ditujukan kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, didaftarkan di
Kepaniteraan PTTUN Medan pada hari Selasa, 8 Oktober 2024, maka oleh
Karena hal tersebut TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN mash
dalam kurun waktu 2 (dua) hari setelah Putusan Panitia Pengawas Pemilihan
(PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang dikeluarkan pada har Sabtu, 5
Oktober 2024, A

2 Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Perarturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiihan Gubemur, Bupati, dan
Wialikota menyatakan :

“Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi
atau KabupatenKota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas
Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari keqja terhitung
sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupater/Kota ditetapkan.”

3 Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

menyatakan :
“Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemiihan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara diakukan setelah seluruh  upaya
administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupater/Kota telah

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perarturan Mahkamah Agung Nomor 11

Tahun 2016 menyatakan: .
“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara pemilhan diajukan ke pengadian

di tempat kedudukan Tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah -
dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.”

Pemiihan Kabupaten Aceh Tamiang telal

VT

T r——

| disjukan setelah Panitia Pengawas
putusan Sengketa Nomor 001/PS.REG/AC.07

mengeluarkan
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Pemohon untuk Seluruhnya

Bahwa terbitnya Putusan Sengketa a quo tanggal 5 oktober 2024 maka

Pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-
Undang;

URAIAN DASAR-DASAR GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat atas perkara a quo
dapat Penggugat uraikan sebagaimana tersebut dibawah ini
1. Bahwa Provinsi Aceh adalah salsh safu daerah khusus yang mengatur

pemerintahannya berdasarkan Undang Undang nomor 11 Tahun 2016

tentang Pemerintahan Aceh termasuk dengan pelaksanaan Pemilhan

Kepala Daerah yang diatur selanjutnya dengan Qanun;

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan:

(1) GubemurWakil Gubemur, bupatiAvaki bupati, dan walikotaivaki walikota
dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima)
fahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta
dilaksanakan secara jujur dan adif

3. Bahwa menunit ketentuan Pasal 66 ayat 6 Undang-Undang No. 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan :

(6) Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3, ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh KIP dengan
bermpedoman pada qanun;

4. Bahwa Qanun Aceh nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun
Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wekil Walikota
merupakan landasan hukum bagi KIP dalam menjalankan penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah karena Qanun tersebut telah mengatur sistem
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh;

Bahwa KIP Kabupaten Aceh Tamiang telah membuka pendaftaran Bakal

pasangan Calon Bupati dan Weki Bupati Aceh Tamiang b?/r’d\%.w nu\.,‘
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Pengumuman Nomor : 1234/PL.02.2-Pw/1116/2024 tertanggal 24 Agustus
2024,
Bahwa berdasarkan pengumuman tersebut diatas telah mengatur jadwal
pendattaran yaitu:
Wakiu dan tempat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 sebagai berikut :
a. Hari/Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024 s.d Rabu, 28 Agustus 2024
Wiaktu : Pukul 08.00 WIB s.d 16.00 VB
b. HariTanggal: Kamis, 20 Aqustus 2024
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d 23.59 WIB
Tempat : Kantor KIP Kabupaten Aceh Tamiang Jalan. Ir. H. Juanda
(Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang),
Bahwa Komisi Independen Pemiihan Kabupaten Aceh Tamiang (Tergugat)
telahmembukapendaﬂaranbakalpasanganwlonBupaﬁdanV\hldlBupaﬁ
Aceh Tamiang pada tanggal 27 sid 29 Agustus 2024 namun yang
melakukan pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon Bupati dan
wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang,;
Bahwa karena Pasangan Calon yang mendaftar hanya 1 (satu) pasangan
calon, sehingga menurut ketentuan Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7
Tahun 2024 tentang Perubahan Afas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota, maka KIP Aceh Tamiang membuka
perpanjangan masa pendaftaran selama (3) hai;
Bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024
tentang Perubahan aias Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pemiihan Gubemur dan Wekil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :
(Ayat2) |
Apabila sampai batas wakiu yang ditetapkan telah berakhir dan pasangan

pakal calon kurang dari 2 (dua) pasangan, maka akan dilakukan

penundaan selama 10 (sepuluh) Hari dan perpanjangan masa
pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja; ,
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10 Bawa selaniutnya KIP Kabupaten Aceh Tamiang (Tergugat) membuka
Perpanjangan  pendaftaran pada tenggal 9 sid 11 September 2024
berdasarken  Pengumuman KIP Kabupaten Acsh Tamiang No.
1206/PL.02.2-Puw/1116/2024 tentang Perpanjangan Pendaftaran Bakal
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang;

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2024, Penggugat mengiimkan surat
kepadaTefgugatuthkmemintaalqmSilon,danpadatanggal1oseptember
2024 KIP Kabupaten Aceh Tamiang (Tergugat) membalas surat Penggugat
yang isinya menolak permintaan Penggugat;

12, Bahwa akun silon yang diminta oleh Penggugat merupakan alat bantu yang

tidak diatur oleh Undang-undang;

13.  Bahwa Penggugat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dari jalur Perseorangan (Independen)

dengan berpedoman pada Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang

Perubahan Qanun Aceh nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubemur

dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang pada tanggal

11 September 2024;

14. Bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024

tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :
(1) Pasangan calon perseorangan mendaftarkan din kepada KIP paling lama
3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan
calon;
(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputs
a berkas dukungan dalam bentuk pemyataan dukungan yang
dilampiri dengan identitas diri berupa photo copy KTP elektronik atau
surat keterangan tanda penduduk; dan

b, dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (2) huruf ¢ sampai dengan hurufv;
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15.

16.

17.

18.

19.

Hala

Bahwa Penggugat pada saat mendaftar ke Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Acsh Tamiang (Tergugat) telah mengikuii seluruh prosedur
persyaratan dan menyerahkan seluruh berkas untuk verfikasi kepada Komisi
Independen Pemilhan Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dalam ketent
Pasal 34 Ayat (2) Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Waki Bupati serta Walikota dan Waki Waikota;
Bahwa Penggugat ketika mendaftarkan diiri ke Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tamiang (Tergugat) disambut dengan acara resmi yang
diaksanakan di kantor Komisi Independen Pemiihan Kabupaten Aceh
Tamiang (Tergugat);
Bahwa penggugat diterima oleh Ketua dan 2 (dua) anggota KIP Kabupaten
Aceh Tamiang, serta PhSekmetaris KIP Aceh Tamiang dengan
menyerahkan berkas pencalonan dan berkas dukungan dalam bentuk
pemyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa photo copy
KTP elekironik atau surat keterangan tanda penduduk;
Bahwa penggugat tidak menerima tanda terima dari Tergugat sebagaimana
ketentuan yang diatur pada pasal 35 ayat (4) Qanun Aceh No. 12 Tahun
2016 tentang Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikotz;
Bahwa setelah Penggugat melakukan pendaftaran pada tanggal 1
september 2024. Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang sama yaitu Rabu,
11 September 2024 Penggugat menerima Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-
BA/1116/2024 tertanggal 11 September 2024, yang isinya Dokumen
pendattaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang
stas nama H. Hamdan Safi, ST dan Febriadi, SH dinyatakan DITOLAK,

setelah dilakukan Pemeriksaan dokumen pendaftaran;

Bahwa terhadap Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 tertanggal
11 September 2024 tersebut, fidak terdapat alasan apapun mengap?
Tergugat menolak pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil

fan

Tergugat telah melakukan tindakan yang cacat prosedur dan

man 11 dari 62 halaman. Putusan Nomor: 15/G/PILKADA/2024
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administratif dalam i : X
dapat melanjutian mﬁf? d:nwa i e
Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tami Tt il
iang Tahun 2024 yang tertuang
dalam Keputusan Komisi Independen Pemiihan Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22
September 2024 maka telah tepat dan patut kiranya menurut ketentuan
hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara c.q. Majelis
Hakim Tinggi yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo untuk
menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan objek
sengketa karena telah melanggar prosedur dan pelanggaran administratif;
Bahwa terhadap Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 tertanggal
11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tamiang (Tergugat) mengandung cacat hukum formil
dikarenakan dalam berita acara tersebut seharusnya bukanlah dinyatakan
DITOLAK, karena dalam hal ini Tergugat telah menerima dan memeriksa
dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh
Tamiang yang digjukan oleh Penggugat, maka seharusnya Tergugat
menyatakan dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan belum lengkap
dan/atau belum memenuhi persyaratan pencalonan hal ini sesuai dengan
Bab Ill Huruf B angka (7) ayat (c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Peneltian
Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wekil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota;
Bahwa setelah diterbitkan Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024
tertanggal 11 September 2024 selanjutnya Komisi Independen Pemilihan
Kebupaten Aceh Tamiang fidak memberikan kesempatan - kepada
Penggugat untuk menjalani Tahapan selanjutnya;
Bahwa findakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sangat
merugikan Penggugat dan menciderai rasa keadian yang mmbur)d\i'aﬂ\?
masyarokat karena fidak beralasan hukum dan tidak memenufu p;osfdj{' A
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hukum yang beraku dan Tergugat telsh menyandarkan keputusannya dalam
Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 yang cacat hukum, karena

seharusnya berita acara tersebut berisi belum lengkap darvatau belum

memenuhi persyaratan. Dan memerintahkan Penggugat untuk melengkapi
kembali serta mendaftar kembali pada Komisi Independen Pemilhan (KIP)

Aceh Tamiang bukan semata-mata menolak pendaftaran Penggugat,

sehingga barulah terpenuhi hak dan kewajiban untuk Penggugat

24.  Bahwa pada tanggal 22 september 2024 Komisi Independen Permilinan
Kabupaten Aceh Tamiang menerbitkan Keputusan Nomor 726 Tahun 2024

Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemiihan Bupati Dan Wakil

Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024  (objek

sengketa);

25.  Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Independen Pemilihan
(KIP) Aceh Tamiang Nomor 726 yang menetapkan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2024 sesuai yang
termuat pada lampiran yaitu Drs. Amia Pahmi, M.H dan Ismai, SE.| tanggal
22 September 2024;

Bahwa dalam Berita Acara Nomor: 158/PL.02.2-BA/1116/2024 tertanggal 11
September 2024 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang
(Tergugat), tidak ada satu pun pertimbangan dasar hukum berdasarkan

Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka dalam hal
ini, Tergugat telah mengabaikan, tidak berpedoman dan berlandaskan pada
Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur,

Bupati dan Weki Bupafi seta Wlkota dan Weki Walikota dalam

menjalankan penyelenggaran Pemiihan Kepala Daerah di Aceh Tamiang,

padahal dalam hal ini, Aceh merupakan wilayah khusus yang diberikan
wewenang untuk menjalankan Pemiihan Kepala Daerah dengan

beriandaskan pada Undang Undang nomor 11 Tahun 2006 leﬂ‘aﬂ

termasuk dengan pelaksanaan Pemili "/Kepéla
Pemerintahan Aceh :1?:1 ,.Lc
HEE e
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Daerah yang diatur selanjutnya dengan Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024
tentang Perubshan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, sesuai |
dengan asas hukum lex specialis derogat legi generall (hukum yang bersifat |
Khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), dalam hal ini Komisi
Independen  Pemiihan  (KIP) Aceh Tamiang (Tergugal) teiah
mengenyampingkan aturan khusus sebab Aceh merupakan satuan
Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang seharusnya
Qanun Aceh diadikan dasar dan landasan dalam Penyelanggaraan
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota bukan malah sebaliknya mengabaikan aturan
Perundang-undangan yang telah tertuang dalam Qanun Aceh tersebut,
sehingga berdasarkan Berita Acara Nomor 158/PL.02.2-BA/1116/2024
tertanggal 11 September 2024 tersebut Penggugat menilai Terguggat telah
menghalang-halangi proses proses tahapan selanjutnya pendaftaran
Penggugat sebagai bBakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Aceh
Tamiang, makaberdasarkanhalbrsebutkamimemohonkepadaMajelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memerintahkan
Tergugat Membatalkan dan Mencabut Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemiihan Bupati Dan Wakil Bupati
Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, serta
memerintahkan Tergugat untuk yaitu H. Hamdan Sati, ST sebagai calon
Bupati Aceh Tamiang dan Febriadi, SH sebagai calon Wakil Bupati Aceh
Tamiang sebagai Pasangan Calon Peserta Pemiihan Bupati dan Weakil
Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 yang memenuhi syarat sesuai
dengan Perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas sangat nyata dan jelas faktanya
bahwa tindakan Tergugat (Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh
Tamiang) yang menggugurkan Penggugat sebagai Calon Bupati dan wakil
Bupati Aceh Tamiang sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemiihan s

G anggota penyelenggara Pemilu dikat oleh suatu
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28.

f)enyélenggara Pemiu. Kode etik tersebut untuk menjaga kemandirian,
Is:::s dan kredibiltas penyelenggara Pemiiu. Dan berdasarkan ketentuan
: Peraturan bersama Komisi Independen Pemiiihan, Badan Pengawas
:;nulrll]hzno 1l;mum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13
» Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012, tentang
Kode Etk Penyelenggara  Pemilihan Umum, yakni mandin, jujur, adil,
kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum,
ke@UMm. proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan
efektiftas, serta disamping dengan mengingat sumpahfanji jabatan yang
pemah  diucapkannya, Sebagai organisasi publik, dalam menjalankan
m.&lnfiat Undang-Undang, setiap anggota KPU wajib menjalankan prinsip-
pinsip "Kepemerintahan yang baik (Good Corporate Govemance), yang
terdii  atas transparency,  accountabiity,  responsibily, impartiality,
independency, dan faimess serta bertentangan dengan pula pasal 9
peraturan bersama a quo juga menegaskan bahwa, “Penyelenggara Pemilu
berkewajiban:
a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esg;
b. Menjunjung tinggi sumpahfjanji jabatan dalam melaksanakan tugas,
wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya;
C. Menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas dan Asas-Asas
Penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis:
d. Tidak mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun
keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan

kewajibannya;

e. Melaksanakan tugastugas sesuai jabatan dan kewenangan yang
didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan, dan
Keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemily;

f Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang,

dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung;
Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah bukan semata-mata per‘ouatan

selanggaran kode etik tetapi juga diduga merupakan

v ‘e
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perbuatan yang.
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sistematis dengan sengaja menggagalkan Penggugat sebagai Calon Bupat
dan Wekil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, sehingga dengan demikian
tndakan Tergugat terbuidi menghilangkan hak konsttusional seseorang
untuk dicalonkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang
yang telsh djamin oleh undangundang sehingga Tergugat selaku
penyelenggara pemilu bukan hanya menciderai proses demokrasi, tetapi juga
merupakan pembunuhan hak politk seseorang (poltical right assasination),
dan negara berkewajiban memuiihkan, mengembalikan dan melindungi hak
politk warga negaranya sebagaimana yang telah dialami oleh Penggugat
sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh TamiangTahun
2017 yang telah dihilangkan hak politknya sebagai kontestan pemiihan
Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Periode 2024 — 2029;

29.  Bahwa Tergugat telah melanggar Ketentuan pasal 37 ayat (1), dan ayat (2) |
Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemiihan Gubemur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan

Ayat (1) : “KIP menetapkan paling kurang 2 (dua) pasangan calon setelah
melakukan pemerksaan administrasi dan persyaratan calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, sampai dengan
Pasal 34.”

Ayat (2) : “Apabila sampai batas wakiu yang ditetapkan telah berakhir dan
pasangan bakal calon kurang dari 2 (dua) pasangan, maka akan
dilakukanpenundaan selama 10 (sepuluh) Hari dan
perpanjangan masa pendaftaran diiakukan selama 3 (tiga) hari.”

Bahwa dalam Musyawarah Terbuka Permohonan Penyelesaian Sengketa

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Panitia Pengawas

Pemilhan (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang, Penggugat

menghadirkan 1 (satu) ahli Hukum Tata Negara yang bemama Dr. Amrizal J.

Prang, SH., LLM beliau dalam Musyawarah Terbuka telah menafsirkan

at (1), dan ayat (2) Qanun Aceh nomor 7 Tahun.2024
Ketentuan pasal 37 ayat (1) yat b 24

tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun
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31.

32.

Pemiihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Waki Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota, menunutnya Bahwa Ahii dalam keterangannya
menyampaikan dalam pasal 37 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tentang
Perubshan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 ada Azas
Pengecualian, karena dalam pasal 37 ayat (2) secara terang disebutkan
“Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan terlah berakhir dan pasangan
bakel calon kurang deari 2 (dua) pasangan, maka akan diakukan penundaan
Selama 10 (sepuluh) hari dan perpanjangan masa pendaftaran diakukan
Selama 3 (tiga) har” oleh karena ada pasal tersebut maka KIP dalam hal ini
tidak boleh diskriminatif yang hanya menerima pasangan calon dari Partai
Politk saja, akan tetapi pasal 37 ayat (2) tersebut harus dimaknai baik bagi
bakal pasangan calon dari Partai Politk maupun dari bakal pasangan calon
perseorangan.”
Bahwa berdasarkan uraian serta ketenfuan-ketentuan tersebut diatas, maka
Tergugat telah melakukan tindakan yang cacat prosedur dan pelanggaran
dalam menerbitkan Objek Sengketa, patut kiranya menurut ketentuan hukum
Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara c¢.g. Majelis Hakim
Tinggi yang memeriksa, memutus, dan mengadii perkara a quo untuk
menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan objek
sengketa;
Bahwa berdasarkan penafsiran tersebut Tergugat telah nyatanyata
merugikan Penggugat dan dalam hal ini telah jelas dan terang Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (T ergugat) telah melanggar
dan menciderai Hak Konstitusional Warga Negara untuk mendaftarkan diri
menjadi pemimpin yang lahir dar sebuah demokrasi yang telah tertuang
dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945 serta
kerugian terhadap hak konstitusioanal pemohon untuk kut serta dalam
oroses pikada. Pemotion memilii hak yang djamin Undang-undang Nomor
1 Tahun 2015, UUPA sera Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 untuk
mengikut pemilihan sebagai calon perseorangan,
Bahwa dalam  Putusan  Mahkameh - Agung
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S e B“‘faﬁA"ehTamiangyam Lukmanul Hakim dan Abdul Manaf
melawan a:;m& Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, tentang
: alasan-al pemohon kasasi dalam memoi kasasi menyebutian:
f:,h’akm;m;o:’nl ;"Lhndamupal@n Daerah Ofonomi Khusus dengan
: ng Nomor 11 Tahun 2006 (UU PA) tentang
Pemerintahan Aceh. Kekhususan Aceh yang diberikan oleh pusat juga
be"éku. dalam pelaksanaen Pemilhen Kepala Daerah baik di tingkat
Provinsi maupun tingkat kabupaterots;
Bahwa dalam BAB X, Bagian Kesatu Pasal 65 ayat (1) UU PA disebutkan
“?”bemumalvi gubemnur; bupatitvakil bupati dan walkotaAvaki walikofa
dpillr delem sat pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (ima)
tahun sekalj melalui pemilihan yang demokratis, rahasia serta dilaksanakan
secara jujur dan adif:
Bahwa sslanjutrya dalem Pasal 66 ayat (6) UU PA disebutkan “Tata cara |
pelaksanaan tahapan pemiliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh KIP dengan berpedoman pada
Qanun™
3. Bahwadalampub.:sanped@:atersebutMahkamahAgungblah
memberikan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Mahkamah
Agung telah membaca dan mempelgjari Jawaban Memori Kasasi namun
tidak ditemukan hakhal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari dari
Pemohon  kasasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 572
K/TUN/PILKADA/2016, halaman 18); :
35. Bahwa tindakan Tergugat telah nyata-nyata merugikan Penggugat, karena
penolakan terhadap pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh
Tamiang yang Penggugat ajukan tidak memenuhi 'prosedur hukum dan
perundang-undangan yang beriaku dan Keputusan Komisi Independen
Pemilhan Kabupaten Aceh Tamiang beupa Berita Acara Nomor
158/PL 022-BA/1116/2024 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Pendafiaran
Bakal Pasangan Calon Dalam Pemiihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh ‘

Tamiang Tahun 2024 tertanggal 11 September 2024 dan KeputusaanrngI \
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Bupati Pasangan Calon Peserta Pemiihan Bupati Dan Wekil

pati  Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024
mengandung cacat hukum formit

o m &;‘Z:ja’; e::;‘:‘ :mea Beita Acara No 158PL022-
enenmaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
Dalam - Pemilivan Bupefi dan Wkl Bupati Acch Tamiang Tahun 2024
e e o o e e
Pemiihan Bupati dan Waki Bf:eng o tahapan =ee dalam
pati Aceh Tamiang tahun 2024. Hal ini
melanggar prinsip keadilan procedural (due process of law) karena tidak ada
fuang bagi Peggugat untuk memperbaiki kekurangan dokumen, sehingga
Keputusan Komisi Independen Pemilhan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor
726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22 September |
2024 harusnya dibatalkan karena tidak memenuhi prinsip keadilan;

37. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka
sangat berdasar menurut ketentuan hukum kiranya Yth., Ketua Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara C.q Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan
mengadii perkara ini Memerintahkan Tergugat untuk Membatalkan dan
Mencabut Keputusan Komisi Independen Pemilhan Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024,
tanggal 22 September 2024 seria Memerntahkan Tergugat unfuk
menerbitkan Keputusan baru yang mencantumkan Penggugat (H. Hamdan
Sati ST sebagai Calon Bupaii Aceh Tamiang dan Febriadi, SH sebagai
Calon Wakil Bupati Aceh Tamiang) sebagai pasangan calon peserta
pemilihan Bupati dan Wak Bupati Aceh tamiang tahun 2024 yang memenuhi
syarat sesuai dengan Perundang-undangan yang beriaku;

VI. PROSES TERBITNYA OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS- ASAS

UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
Bahwa tindakan kebijakan

t dan/atau aturan dan/ataulan ] g dartd

dan/atau dilakukan Tergugat yang berhubungan langsung sebag

fi=/ «

yang.diambil
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terbitnya  Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (The General Principles of Good Administration),
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradian Tata Usaha Negara, yang Penggugat rindi
sebagai berikut
a. Asas Kepastian Hukum
Yangdknalsudasaskepasﬁanhummadalahasasdalamnegara
hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
b. Asas Keterbukaan
- Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka dir
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur
dan fidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap
memperhatikan periindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan
rahasia Negara.
c. Asas Profesionalisme
AsasProfesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian
yang berlandaskan kode etk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
d. Asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminatif
Asas ketidakberpihakanfidak diskriminatif menurut UU AP 2014
memberi pemahaman bahwa seiap Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib
mempertimbangkan kepentingan para phak secara keseluruhan dan
wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif. Negara atau
pemerintah tidak boleh bersikap diskriminatif atas dasar apapun. Negara
dituntut adil dan profesional dalam penyelenggaraan pemeintahan sesuai
peraturan perundang-undangan yang menjadi landasannya.

e. Asas Kecermatan
Sebuah pengerian bahwa setiap Pejabat Nega'alpem?g‘l‘t?\%uK
harus bersikap hatihati dan cemat dalam membuat : \%

__ ~n Aari A2 halaman. Putusan Nomor: 1 5/G/PILKADA/2024[£1"_
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kefika melakukan suatu findaken dengan selalu mendasarkan pada
nomasi dan dokumen yang lengkap uniuk mendukung legalitas
Penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan danvatau tindakan, sehingga
kepm dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadian
sehingga tidak merugkan para pihak yang terkena dampak keputusan
yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan.
f. Asas Pelayanan Yang Baik
Adaleh asas yang memberikan pelayanan yang tepat wakiy,
Prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas telh nyata dan terang |
Tergugat dalam mengambil Keputusan atau kebijakan telah melanggar Asas |
- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Berita Acara Nomor:
158/PL.02.2-BA/1116/2024 tetanggal 11 September 2024 Tentang
Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang Penggugat ajukan dinyatakan ditolak
yang tidak menyebutkan secara jelas dan detail alasan apa yang menjadi
dasar penolakan terhadap pendaftaran yang Penggugat ajukan. Sehingga
Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya dan tidak ditetapkan
dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tanggal 22
September 2024, sehingga Penggugat memohon kepada yang mulia majelis
hakim yang memeriksa dan mengadiii perkara ini unfuk Menyatekan Batal
atau Tidak Sah Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP)
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang

Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan c.q. Majelis hakim yang

Bapak Ketua .
memeriksa dan mengadii perkara ini, agar memberikan putusan sebagai be% ut ﬁ,,\
Ve dRETITL / H“/t Dk \2\
S dfoaNer | 2
=10 m
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1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Komisi Independen

Pemiihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemiiihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh
Tamiang tanggal 22 September 2024, atas nama pasangan calon yaitu Drs.

Amia Pahmi, M.H dan Ismail, SE.I;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi

Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun
2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Aceh Tamiang tanggal 22 September 2024, atas nama pasangan calon

yaitu Drs. Armia Pahmi, M.H dan Ismail, SE.I;

4. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh |
Tamiang (Tergugat) untuk menerbitan Surat Keputusan baru yang |
mencantumkan nama Penggugat yaitu H. Hamdan Safi, ST sebagai calon
Bupati Aceh Tamiang dan Febriadi, SH sebagai calon Wakil Bupati Aceh
Tamiang sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupat
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;

5. - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada

perkara ini;
Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14
Oktober 2024 pada persidangan elektronik tanggal tanggal 14 Oktober 2024, pada
pokoknya :

. DALAMEKSEPSI:
A. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA (PTTUN) MEDAN TIDAK

BERWENANG SECARA ABSOLUT MENGADILI PERKARA A QUO
1. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara Pemilhan merupakan sengketa
yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemiihan antara Calon
Gubemur dan Calon Wakil Gubemur atau Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU
Provins/KIP Aceh atau KPUKIP  Kabupaten/Kota sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan KPU  Provins/KIP - Aceh atau'» KPU/KIP
v &N
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VValdGubemunCaanupaﬁdanCabn\NakilBupaﬁalauCaanVaﬁkota
dan Calon Wakil Walikota. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 153
8yat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Noomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemiihan Gubemur, Bupati, Dan Walkota Menjadi Undang-
Undang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemesintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, Dan Wlikota Menjadi Undang-
Undang, selanjutnya dalam perkara ini disebut Undang-Undang
Pemilihan Kepala Daerah Juncto Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara |
[Penyelesaian Sengketa Teta Ussha Negara Pemihan dan Sengketa |
Pelanggaran Administrasi Pemnilihan, sehingga yang menjadi obyeknya ‘

adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Bahwa selanjutnya yang menjadi objek sengketa dalam gugatan yang
diajukan oleh Penggugat dalam perkera ini adalah Surat Keputusan Komisi
Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun
2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Aceh Tamiang tanggal 22 September 2024, yang mana
terhadap objek sengketa tersebut, sejak ditetapkan oleh Tergugat pada
tanggal 22 September 2024 sampai dengan jangka waktu yang ditentukan |
dalam ketentuan Pasal 144 Undang-Undang tentang Pemiihan Kepala |
Daerah, faktanya tidak pemah ada upaya administratife berupa
permohonan atas sengketa pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Surat |

Keputusan Komisi Independen Pemiihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang
tersebut, yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat kepada Panitia

Pengawas Pemiihan (PANVWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang;

-—
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3. Bahwa dengan fidek diakukannya selurh upaya administratie oleh
Penggugat terhadap objek sengketa pada Panitia Pengawas Pemilihan
(PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang, hal ini tentunya bertentangan
dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Pemiihan Kepala Daerah Juncfo Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemiihan dan
Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilhan, yang mana menyebutkan
Secara tegas bahwa ‘Pengadiian berwenang mengadii sengketa tata
usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administrative di Bawaslu
Provinsi atau Panwas KabupatervKota telah digunakan™
Bahwa oleh karenanya, berdasarkan seluruh uraian diatas tepat dan
benar apabila Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

(PTTUN) Medan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa,

memutus dan mengadili objek sengketa sebagaimana gugatan

Penggugat dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat haruslah

dinyatakan fidak dapat diterima seluruhnya (niet onvankelijke

Verkilaard).

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL

STANDING) DALAM MENGAJUKAN PERKARA A QUO

1. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang
Pemilihan Kepala Daerah, secara tegas dinyatakan "Sengketa Tata Usaha
Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata
usaha negara Pemiihan antara Calon Gubemur dan Calon Wakil

Gubemur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan

Calon Waki Walkota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU

Kabupater/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi
darvatau KPU Kabupater/Kota; "

2. Bahwa selanjutnya berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 2 PKPU

Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubemur

dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
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ya@se’anﬂmwdlbebutPasamanCaMadalahBakalPawngan Calon

yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta
Pemilihan™

3. i
BahwalemudnanberpedomanpadaketenmanPasalaPERMANmmor
11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha

berbunyi *Penggugat menpakan pasangan Calon Gubemur dan Calon
Wakil Gubemur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota
aan Calon Wakil Wakil Walikota yang keberatan terhadap Keputusan KPU
ProvinsiKIP Aceh atau KPU Kabupatervkota atay KIP Kabupaten/Kota
Tentang Penetapan Pasangan Gaion Gubemur dan Waki Gubemur,

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Calon Walkota dan Calon Wakil
Walikota"

4 Bahwa dihubungkan dengan fekta hukum sebagaimana yang diakui oh
Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai Bakal Pasangan Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang 2024 yang
belum memenuhi Syarat dukungan sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang-undangan yang beriaku:;

5. Bahwa oleh karena Penggugat bukaniah Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 yang telah memenuhi
Syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemiihan, maka secara mutatis

mutandis beralasan menurut hukum dinyatakan Penggugat tidak memiliki
legal standing dalam mengajukan gugatan a quo, sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Kepala
Daerah Juncto ketentuan Pasal 1 angka 2 PKPU Nomor 2 Tahun 2024
Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
Juncto ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa
Pelanggaran Administrasi Pemilihan; '
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©. Bahwa bertik tolak hal tersebut diatas, maka beralasan hukum Gugatan
Penggugat dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemiihan
di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dalam perkara
@ quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN PREMATUR
1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempersoakan diterbitkannya
obiek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan
(KIF) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemiihan Bupati dan Wakil Bupeli
Aceh Tamiang tanggal 22 September 2024;
% Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, seharusnya Penggugat
terlebih dahuly mengajukan keberatan atau sengketa pemiihan kepada
Panita Pengawas Pemilhan (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang,
sehingga atas dasar Putusan Panitia Pengawas Pemiihan (PANWASLIH)
Kabupaten Aceh Tamiang tersebutiah yang menjadi dasar Penggugat
untuk mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara Pemiihan melalui
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan;
3 Bahwaolehkarenaten@jtobjeksengketadalampederaaquoobh
Penggugat belum pemah disengketakan dan belum pemah diputus oleh
Panitia Pengawas Pemiihan (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang,
maka terhadap pokok permasalahan yang digugat oleh Penggugat,
haruslah dinyatakan kabur dan premature.
Il. DALAM POKOK PERKARA :
1.Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruhnya dalikdali
gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam
jawaban ini oleh Tergugat,
2.Bahwa Tergugat mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi diatas,
dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai alasan bantahan dalam
pokok perkara ini serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Tentang Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Independen
Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024
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Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Aceh Tamiang, tanggal 22 September 2024;
3Bahwa secara keseluruhan Tergugat dalam melakukan Penetapan Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Weki Bupati Aceh Tamiang pada tahun
2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP)
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemiihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang
tanggal 22 September 2024, telah dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur
be‘dasaﬂenperamranpemndang-undanganterkanyangberblmdantelah
Puia sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; '
4.Bahwa keberatan Penggugat terhadap penetapan pasangan Drs.ARMIA
PAHMI, M.H. dan ISMAIL, SEI sebagai Pasangan Calon Bupati dan Waki
Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam dali
gugatan Penggugat adaleh tidak benar dan fidak beraiasan hukum, hal ini
dikarenakan Penggugat dalam gugatannya fidak menjelaskan dimana letzk |
kesalahan prosedur yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa
atau dimana lefak tidak berwenangnya Tergugat dalam menerbitkan objek
sengketa atau dimana letak tefiadinya kesalahan substansi terhadap objek
sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut;
5.Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa tersebut, Tergugat telah menjalankan
fahapan-iahapandanjadwalyangtelahditentukandalampelaturan
perundang-undangan yang berlaku, yang mana berdasarkan hasi peneliian
persyaratan calon dan syarat-syarat pencalonan yang dilakukan oleh Tergugat
terhadap Pasangan Calon Drs.ARMIA PAHMI, M.H. dan ISMAIL, SElI telah
dinyatakan memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai peserta pemiihan
Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;
6.Bahwa Tergugat tegaskan kembali, bahwa pada dasamya Penggugat tidak
mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa, karena meskipun
keputusan tersebut bersifat kongkret, individual dan final, namun keputusan

dimaksud bukan ditujukan unfuk dan atas kepentingan Penggugat sebagai
calon perseorangan melainkan untuk dan atas nama Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati yang diniai telah memenuhi syarat sebaga|6f{;&_e_ega{\ :
.ti
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Pe"ﬁhanBupaﬁdanvvm&paﬁKabupathoehTaniangmﬂm“ama
, Batmcmomm PAHMI, M.H. dan ISMAIL, SE;
DUﬂkefnUdiandalarnpedwaaanenggugatmendaﬁ“anahwa
d‘j:hwat:i;di tindakan-tindakan yang diakukan oleh Tergugat sebagaimana
‘ eNggugat angka 5 (ima) sampai dengan angka 35, maka sungguh
daiidalil dimaksud Mengada-ngada karena semua yang didalikan Penggugat
mﬁmm dalam proses persidangan di Panitia Pengawas
. LIH) Kabupaten Aceh Tamiang, kalaupun Penggugat
bdakNanenga"haSﬂKeMJsanPaniﬁaPengawasPemiﬂwan
(PANWASLIH) Kabupaten Acen Tamiang yang menolak permohonan
PenagUgat, ek mengapa Penggugatfidak melakuken upeya hukum terhadap
Pulisan Penia. Pengawas Pemithan (PANVUASLIF) Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor.001/ pg REG/AC.07/1X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 melali
Proses sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;
8Bahwa keliru alasan hukum Penggugat pada angka 36 dan 37 yang pada
pokoknya menyatakan objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi
Independen Pemiihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun
2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan
Wekil Bupati Aceh Tamiang tanggal 22 September 2024 harus dibatalkan dan
dicabut karena sesungguhnya secara yuridis objek sengketa belum pemah
diuji secara administrasi di Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH)
Kabupaten Aceh Tamiang melalui proses sebagaimana diatur dalam Pasal
154 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Jucnto ketentuan
Pasal 2 ayat (1) PERMA No.11 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Tata Usaha Negara Pemiihan dan Sengketa Pelanggaran
Administrasi Pemilihan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum yang sah bagi

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan untuk

menyatakan keputusan a quo batal;
Berdasarkan seluruh uraian dali-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang

berbunyi sebagai berikut :
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1 Mengab“"‘a"EksepSiTetgugatmuRseuuhwa;
* Menyetslan Pengadian Tinggi Teta Ussha Negara (PTTUN) Medan ik
. ;ﬂ':wenangﬂ;efnetﬂsadanmengadilipm@raam

yatakan enggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing).

DALAM POKOK PERKARA :
1.
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan

X h;"::‘”a 9ugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeljie Verkiaard);
2 vatakan Surat Keputusan Komisi Independen Pemnilhan (KIP) Kabupaten Aceh
amféng Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan W Bupati Aceh Tamiang tanggal 22 September 2024, sah
dan berdasarkan hukum;
3. "f'f’"ghu'mm Penggugat untuk membayar selruh biaya yang fimbul akibat
diajukannya perkara i
ATAU:
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain,
mohon putusan yang baik menurut hukum,

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang
telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-
masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-51 sebagai berikut:

1. | BuktiP-1 : | Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang

Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (fotokopi sesuai asli)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hamdan Safi, ST

2. | BuktiP-2
dengan NIK. 1271020401570001 (fotokopi sesuai asli)
3 | BuktiP-3 - | Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Febriadi, SH dengan
NIK_1116042002820004 (fotokopi sesuai asli)
’ : Nomor. 1296/PL.02.2-Pu/1116/2024 Tentang
4. | BukiP4 |:|Pengumuman Calon A |
Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan on,ﬁg Gh
7S N\ 2 \ 2\
Nomor: 15/G/PILKADA/202 \é_ TL\JI\S\MQ%

man 29 dari 62 halaman. Putusan
' Dipindai dengan |
CamScanner‘"é

Hala
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[ [Weld Bupai Aceh Tamiang Tahun 2024 tertanggal 4 September
2024 yeng dieluarken oleh Komisi Independen Permiihan
Kabupaten Aceh Tamiang (fotokopi se jasi);

* | Tanggapan atas Permohonan Pembukaan Akses Silon
Pesangan Calon Bupat dan Weki Bupeti Kepada Ketua Komis
Independen Pemilinan Kabupaten Aceh Tamiang (fotokop
sesuai asli);
+ | Pemberitahuan jadwal pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan

Wekil Bupati Aceh Tamiang (fotokopi sesuai asi);

Screenshoot pemberitaan di Media Sosial (instagram) Komisi
Independen  Pemilihan Kabupaten Aceh  Tamiang
(kip_aceh_tamiang) yang menampikan berita “KIP Kabupaten
Aceh Tamiang Menerima Pendaftaran Bakal Calon Bupati
Hamdan Sati, ST dan Calon Waki Bupati Febriadi, S.H. pada |
Pikada serentak Tahun 2024. Karang Baru, Rabu (11/9/2024) ‘

|

(fotokopi sesuai asi)

Beiita Acara Nomor 158/PL022-BA/1116/12024 Tentang
Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Bupati dan Waki Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024
yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Aceh Tamiang tertanggal 11 September 2024 (fotokopi sesugi
asli);

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemiihan Gubemur | |
dan Waki gubemur, Bupati dan Wekil Bupati, Serta Walikotadan | |
Waki Walikota tertanggal 19 Desember 2016 (fotokopi dari
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pem/baj}ari ’313\54 \

>
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-

9. | BukiiP-9

10 | Bukii P-10

11 ‘ Bukti P-11

=
&

f
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BukiP-12 |.
: pm“sanpengadilanﬁngkatl(asasidMannahAgmg Normor

572 KITUNPPILKADARO 16 (fotokopi dari fotokop;
BukiP-13 | . ioj
: :urat Komisi  Pemiihan Umum  nomor 2148/PL02.2-
PD/06/2024, tertanggal 21 September 2024, perihal ; Penetapan
a%m CalonGubemurdanWakil Gubemonehyang
@Juhn kepada Komisi Independen Pemiihan Aceh (fotokopi
danf0t0k0p|);
| Putusan Pengawas pemiy Kabupaten Aceh Tamiang Nomor
002/PS REGIAC.07x/2004 (fotokopi sesuai Salinan);

Bukti P-14

BukiiP-15 |-
* | Putusan Mahkamah Konsitusi  Nomor 108/PHPU.D-

D(/2011teﬂangga122 November 2024 (fotokopi dari fotokopi);
. Putusan Dewan Kehomatan Penyelenggara Pemilihan Umum
* | Republik Indonesia Nomor 143DKPP-PKE-V2016 tertanggal 6
Januari 2017 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-16

Bukti P-17 : | Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 566
KITUN/PILKADA/2016 tertanggal 16 Desember 2016 (fotokopi .
dari fotokopi);
BuktiP-18 | : | Surat Pemyataan Calon Bupati Aceh Tamiang atas nama H.
Hamdan Sati, ST tertanggal 22 Agustus 2024 (fotokopi sesuai
asli);
BuktiP-19 | : [ liazah Pendidikan terakhir yang telah dikegalisi atas nama
Hamdan tertanggal 9 Juli 2005 (fotokopi sesuai asli)

3 s e
BuktiP-20 | : | Surat Keterangan Tidak Pemah sebagai Ti ,~~,_9>”@95¥ a

Halaman 31 dari 62 halaman. Putusan Nomor: 15/G/PILKADA/202
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[ [67KPNWA. U14HK2.1MI/2024/PN KSP yang dikeluarkan oieh
KemaPengadilanNegenKualasampangatasnamaHamdan
Satitertanggal 29 Agustus 2024 (fotokopi sesuai as;

Bukti P-21 Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Piihnya Nomor
BB/KPN.W1.U14HK2.1MII2024/PN KSP atas Hamdan Safi
yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadiian Negeri Kualasimpang
tertanggal 20 Agustus 2024 (fotokopi sesuai asi);

BukiiP-22 | : | Surat Keterangan Nomor : 470/660/2024 yang dikeluarkan oleh
Datok Penghulu Kampung Tanah Terban Kecamatan Karang
Baru Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 29 Agustus 2024 dan
Surat Pemyataan Calon Bupati Aceh Tamiang atas nama H.
Hamdan Sati, ST tertanggal 22 Agustus 2024 (fotokopi sesua
| asi;

BuktiP-23 | : | Formuir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-FILING
LHKPN tertanggal 29 Agustus 2024 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-24 : | Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara
Perorangan Dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi
Tanggung Jawabnya Yang Merugkan Negara Nomor
69/KPN.W1.U14/HK2.1MII/2024/PN Ksp atas nama Hamdan
Sati yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Kualasimpang tertanggal 29 Agustus 2024 (fotokopi sesuai asli);

Bukti P-25 - | Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
Nomor:1721/KPN/SKET/08/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri Medan tertanggal 29 Agustus 2024 (fotokopi

sesuai asli);
BukiP-26 |: | NPWP: 06.534.876.5-124.000 atas nama Hamdan.-Sati
Z A0 WA Ur ~
(Penggugat) dan laporan pajak pribadi (fotokopi s&eual asl) \ A

aty’
LTAY Y
' | ’/
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BuktiP-27 | : | Visi, Misi Dan Program Kerja Ungguian Bakal Calon Bupati Dan
Wakil Bupati Aceh Tamiang Periode 2025 s.d 2030 (fotokopi
sesuai asli;

BukiiP-28 | : | Surat Pemyataan Calon Bupati Acch Tamiang atas nama
Febriadi, SH tertanggal 06 September 2024 (fotokopi sesuai asli);

BukiP-29 | : | Surat liazah Pendidikan terakhir yang telah diegalisir atas nama
Febriadi tertanggal 5 Juni 2009 (fotokopi sesuai asli);

BuktiP-30 |: | Surat Keterangan Tidak Pemah sebagai Terpidana Nomor
TO/KPN.WA.U14/HK2.1/1X/2024/PN KSP yang dikeluarkan oleh
Ketua Pengadian Negeri Kualasimpang tertanggal 10
September 2024 (fotokopi sesuai asl);

Bukti P-31 : SuratKeteranganTldakSedangDMbutl-lakPilhnyaNanor
71KPNWA.U14/HK2.11X/2024/PN KSP atas Febriadi yang
dikeluarkan oleh Ketua Pengadian Negeri Kualasimpang

tertanggal 10 September 2024 (fotokopi sesuai asii);

BuktiP-32 |:|Surat Keterangan Mengenal Daerah Dan Dikenal Oleh
Masyarakat Di Daerahnya yang dkeluarkan oleh Datok
Penghulu Kampung Bundar Kecamatan Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 9 September 2024 dan
Surat Pemyataan Calon Bupati Aceh Tamiang atas nama
Febriadi, SH tertanggal 6 September 2024 (fotokopi sesuai asli);

BuktiP-33 | : | Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-FILING
LHKPN atas nama Febriadi, SH tertanggal 29 Agustus 2024
(fotokopi dari dounlode mitigasi LHKPN);
BuktiP-34 | : | Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Sewra
Perorangan Dan/atau Secara Badan Hukum Yang rMenJadi i

,-\f
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41.

42.

37.

39.

Bukti P-35

Bukti P-36

Bukti P-37

Bukti P-38

Bukti P-39

Bukti P-40

Bukti P-41

Bukti P42

Bukti P43

1| Sudt  Keterangen Tidek Sedang Dinyatskan Pait

Tanggung Jawabnya Yang Merugiken Negara Nomor :
72IKPN.\WA.U14/HK2. 11X/2024/PN Ksp yang dikeluarkan oleh
Ketia Pengadian Negeri Kualasimpang tetanggal 10
September 2024 (fotokopi sesuai asti);

Nomor. 1851/KPN/SKET/09/2024 yang dikeluarkan oh Ketua
Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 September 2024
(fotokopi sesuai asli;
NPVP: 14.399.518.1-105.000 atas nama Febriadi (Penggugat)
dan laporan pajak pribadi (fotokopi sesuai asli)

Dokumentasi Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang (Penggugat)
(fotokopi dari fotokopi);
Formulir Model B. Penyerahan.Dukungan. KWK tertanggal Aceh
Tamiang, 11 September 2024 (fotokopi sesuai asl);

: | fomulir Model B. Jumlah. Dukungan. KWK tertanggal 11

September 2024 (fotoki sesuai asli);
Rekapitulasi jumlah dukungan calon Perseorangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan Banda Mulia
(fotokopi sesuai asli);
Fotokopi Rekapitulasi jumlah dukungan calon Perseorangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan
Bandar Pusaka (print out dari data base Penggugat);

Fotokopi Rekapitulasi jumlah dukungan calon Perseorangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan
Karang Baru (print out dari data base Penggugat);

S N,

Fotokopi Rekapituasi jumiah dukungan calon Perm ,
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47.

49.

51.

Bukti P-44

Bukti P45

Bukii P-46

Bukti P47

Bukti P-48

Bukti P-49

Bukti P-50

Bukti P-51

- | Fotokopi Rekapitulasi jumiah dukungan calon Perseorangan
- | Calon Bupati dan Waki Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan

: | Fotokopi Rekapitulasi jumiah dukungan calon Perseorangan

: | Fotokopi Rekapitulasi jumiah dukungan calon Perseorangan

Calon Bupati dan Weld Bupati Acsh Tamiang pada Kecamatan
Kejuruan Muda (print out deri data base Penggugat)

Manyak Payed (print out dari data base Penggugat):

Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan
Rantau (print out dari data base Penggugat);

Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan
Sekerak (print out dari data base Penggugat),

: | Fotokopi Rekapitulasi jumlah dukungan calon Perseorangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan
Seruway (print out dani data base Penggugat),

Fotokopi Rekapitulasi jumiah dukungan calon Perseorangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan
Tamiang Hulu (print out dari data base Penggugat),

Fotokopi Rekapitulasi jumiah dukungan calon Perseorangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada Kecamatan
Tenggulun (print out dari data base Penggugat),

Fotokopi Rekapitulasi jumiah dukungan calon Perseorangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang pada K%n;@

! Dipindai dengan |
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I Bukti T * | Peraturan Komisj Pemiihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
Tentang Pencalonan Gubermur dan Wakil Gubemur, Bupati Dan
Wekil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota (fotokopi dari
fotokpi);

2 Bukti T-2 + | Peraturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 10 Tahun 2024

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemiihan Umum
Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubemur dan Waki
Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil

Walikota (fotokopi dari fotokop);

Bukti T-3 | Keputusan Komisi Independen Pemiiihan Aceh Nomor 7 Tahun
2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubemur dan Waki Gubemur, Bupati dan Wakil Bupat,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun

2024 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T4 :|: | Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun
2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 (fotokopi dari
fotokopi); |

Bukti T-5 . | Keputusan Komisi Independen Pemiihan Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

2024 (fotokopi sesuai dengan asli)
BuktiT-6 | : | Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten _Aceh
T

r/ /fe F «
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[ [ [ Tameng Nomor &0 Tahun 2024 tentang Pelaksaan Syarat
Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh
Tamiang Tahun 2024 folokopi sesuai dengan i),

7. [BUdiT-7 |:|Foto Copy Pengumuman Nomor :813/PL02.2-Pw/1116/2024
Tentang Pelaksanaan Penyebaran Syarat Minimal dan
Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun
2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukii T-8 . | Surat Ketua Komisi Indepeden Pemiihan Aceh Nomor
1053/PL.02.2-SD/11/2024 tanggal 2 September 2024 Perihal
Ketentuan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon
(fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 . | Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor : 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tahapan
Jadwal Penundaan Serta Perpanjangan Pembukaan
Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh

Tamiang Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Berita Acara Nomor 158/PL.02.2-BA/1116/2024 Penolakan

10. | Bukii T-10
Pendaftaran tanggal 11 September 2024 (fotokopi sesuai
dengan asli);

11. | BuktiT-11 |:| Putusan Panwasih Kabupaten Aceh Tamiang Nomor
001/PS.REG/AC.07/1X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 (fotokopi
dari fotokopi);

12 (BukiiT42 Peraturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 2 Tahun 2024

tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Weali Kota dan Wakil

Walikota Tahun 2024 (fotokopi dari fotokopi); P AP
< B »'/“' :\‘ \s !'
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13. | BukiT-13
14. | Bukii T-14
15. | Bukti T-15
16. | Bukti T-16
17. | Bukti T-17
18. | Bukti T-18
19. | Bukii T-19

: | Surat Pemberitahuan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon

V\GHVVaIROtaTahun2024(f0tokopidaﬁfot;)ks:p: e
Keputusan Komisi Pemifinan Umum Nomor 1229 Tahun 2004
% Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan
Administras; Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam
Pemiihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Waki
Bupati, serta Walikota dan Waki Walikota (fotokopi dari fotokopi);

Formulir Model Permohonan SILON Perseorangan KWK Bakal
Pasangan Calon Bupati dan Waki Bupati Acch Tamiang (H.
Hamdan Sati, ST dan Febria, SH) tanggal 9 September 2024
(fotokopi sesuai asli);

Bupati dan Wakil Bupati (H. Hamdan Sati, ST dan Febriadi, SH)
Tanggal 9 September 2024 (fotokopi sesuai asli);

Berita Acara Nomor 156/PL022-BA/1116/2024 Tentang
Permohonan Pembukaan Akses SILON Pasangan Calon Bupati
dan Waki Bupati Aceh Tamiang H. HAMDAN SATI, ST DAN

FEBRIADI, SH (fotokopi sesuai asl);

Surat tidak dapat memproses Akses SILON KADA Nomor
1310/PL06-01.8-SD/1116/2024 tanggal 9 September 2024

(fotokopi sesuai as);
Pemanggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Per/rmjit\an

7.

A

FgMA e

Nomor 161/PS.01.02/AC 0712024 tanggal 25 /Septembef
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2024 dan Pemohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Nomor Register 001/PS.REG/AC.071X/2024 tanggal 26

September 2024 (fotokopi sesuai asli);

BukiT-20 |: PeraturanPemerintahNomor11Tahun2016mtangTataCara
Sengketa Tata Usaha Negara Pemiihan dan Sengketa

Pelanggaran Administrasi Pemilihan (fotokopi dari fotokopi);

BukliiT-21 | : | Peraturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemiihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kefa Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum KabupatervKota (fotokopi fotokopi);

BukiT-22 | : | Screenshoot Undangan Terbuka pada Media Massa (Facebook,
Instagram, dan Website Komisi Independen Pemiihan
Kabupaten ~ Aceh  Tamiang), Link Instagram
https:/Avww.instagram.com/p/C6 TXfsmLne9/?igsh=YjNriNWMqaT
Zp nA5 Link Facebook:
htps:/Avww.facebook.com/share/p/igiRzQdsJBsLCpF/2mibexti
d= oFDknk Link Web https:/kip-acehtamiang.kpu.go.id/ Media
Online https://kabartamiang.com/news/calon-bupatijalur-
independen-diaceh-tamiang-harus-siapkan-9-244-kip/index html
https:/iww.teras.idiread/548039/calon-bupatijalur-independen-
diaceh-tamiang-harus-siapkan-9-244-kip  Screenshoot Media
Online :
1.https://daerah.twinews.com/beritatbyizaa-aceh-tamiang-
nihilbacalon-bupati-independen-pikada-2024
2 hitps:/wartanusa.id/pilkada-2024-di-aceh-tamiang-
dipastikantanpa-bapasior-alur-ndependerv
3https]lvm~v.aoehinfo.idlpendaﬂaran-diuup-tak-ada-

/,\
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daerah, t3pi pada saat tu karena ada kondisi in di Aceh pada tahun 2011, Pac
saat it ada yang menggugat PKPUnya ke MK. Secara kewenangan MK beium
ada kewenangan MK karena belum hasi pemiihan. Yang menark dalam
Yuwmwabhdbewkan bahwa MK belum berwenang secara formil
tepi karena persoalan di Aceh ada kekhususan yang diatur dengan undang-
undang tersendiri dan juga diatur dengan hukum Qanun, Disini menunjukan
bahwa ada pengakuan dari MK terhadap keputusan Qanun pikada;
2. Putusan DKPP Nomor 143 Tahun 2016 terkait laporan oleh Panwaslih Kota
Ld<srnavvekepadaKlPkarenaadasalahsaquaslondaripartaipoliﬁk
mencalonkan diri melalui jalur independen tapi tidak mengundurkan diri dari partai
poliik sementara dalam Qanun pilkada disyaratkan mengundurkan dari dari partai
polik tapi saat itu juga ada undangundang pikada baru yang tidak lagi
mengisyaratkan calon perseorangan mengundurkan diri dari partai politik, saat itu
DKPP meutuskan KIP melanggar peraturan, Dalam putusan itu disebutian
bahwa yang beriaku adalah UUPA dan hukum Qanun yang menjadi dasar
hukum pilkada di Aceh;
o Bahwa dalam pasal 34 ayat (1) menyebutkan Pasangan calon perseorangan
mendaftarkan diri kepada KIP paling lama 3 (tiga) hari kefja terhitung sejak
pengumuman pendaftaran pasangan calon. Ayat (2) Dokumen persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berkas dukungan dalam bentuk
pemyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa photo copy KTP
elektronik atau surat keterangan tanda penduduk; dan b. dokumen persyaratan
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf ¢ sampai dengan
hurufv. artinya yang muncul disana adalah pendaftaran;
Bahwa menurut Ahli tidak ada pembatasan antara paslon dari partai politk, gabungan
partai politik ataupun gabungan dari partai politk dengan partai lokal dengan pasion
perseorangan tidek ada secara inplisit mengatakan mengecualikan calaon
perseorangan, saya pikir dua-duanya boleh mendaftar, pada saat perpanjangan

pendaftaran siapa saja boleh mendaftar;
Bahwa dalam hukum administrasi negara ada yang dikenal dengan peraturan
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merintahan juga ada yang bertents
ngan
yaitu melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maupun peraturan

perundang-undang yang berlaku:
Bahwa terkait otonomi daerah maupun pemerintah daerah dalam Pasal 18 UUD
1945, negara mengakui adanya daerah khusus dan daerah istimewa dimana masing-
masing daerah tersebut terkait pemilihan kepala daerahnya dibertakukan aturan yang
berbeda, seperti di Aceh yang beriaku adalah Qanun;
Bahwa Pejabat TUN yang telah diberikan kewenangan dalam membuat suatu
kepuMsanmal@kepousanih.lﬁdakbolehbertentangandenganperaUan
perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana
diatur salan UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 8, 9 dan 10, bahwa penyelenggara negara
temasuk penyelenggara pilkada dalam melaksanakan kewenangannya harus
berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundangan.
Dalam kontek peraturan perundangann-undangan yang terkait dengan Pilkada Aceh
yaitu UUPA dan Qanun;
Bahwa Pejabat TUN tidak boleh melangar peraturan perundang-undangan,
melanggar peraturan perundangan salah satunya disebut menyalahgunakan
wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 17 dan Pasal
18. Ketika ada penyalahgunaan wewenang dalam hal ini melanggar peraturan
perundang-undangan maka putusan yang dibuat itu tidak sah;
Bahwa menurut Ahli upaya adminstratif sebagaimaha diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 154 ayat (1) menjelaskan 2024 Nomor 11 Tahun 2016
kalau normanya begitu harus mengikuti peraturan;
Saksi Penggugat atas nama: M. Helmi memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
e Bahwa Saksi mengetahui bahwa Hamdan Sati (Penggugat) mencalonkan diri
sebagai calon Bupati Aceh Tamiang melalui jalur partai politk. Olehzkare

“\ SuHp 7
seluruh partai politk di Aceh Tamiang hanya mendukung satu;/ /cglo maka \

ml
e ‘___....-_-___(E’_(ﬁ\ 0 \

! Dipindai dengan |
i & CamScanner’;



https://v3.camscanner.com/user/download

saya ketahui juga bahwa silon itu ditolak oleh Kip.

Pada al 11 ember j

Pada st::?g pendaﬁ saya .:noz:nh:alleihfn pe% g
. = enma baik oleh Ketug Kip Aceh

Tamiang dan dua Komisionemya. Wakiu pendaftaran saya meliat ma koga

berisi KTP dukungan dari masyarakat Aceh Tamiang. Satu hari kemudian say

mendengar dan melihat surat penolakan pencalonan Hamdan Sat;

* Bahwa Saksi melihat langsung kardus itu berisikan KTP dukungan;

» Bahwa saat pendafiara ke KIP disambut secara formal dan waktu itu saya fihat
calon bupati diberikan selempang, ada rangkaian acara penyambutan seperti
pembacaan ayat suc Alquran dan kemudian juga diberikan kepada pasangan
calon untuk memberikan kata sambutan kemudian acara itu ditutup dengan doa.
Kemudian juga ada foto penyerahan berkas pendaftaran;

1. Saksi Penggugat atas nama: Syamsuri, SE., M.Psi. memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berkut

e Bahwa Saksi termasuk konsultan Hamdan Sati dan saya ketahui bahwa Hamdan
Sati adalah salah seorang pengurus partai yaitu selaku panasehat di Partai
Demokrat. Beliau mendaftar di partai Demokrat dan partai politk lainnya.
Walaupun menang dalam beberpa survey namun partai politik yang memiliki kursi
DPRD di Aceh Tamiang tidak mencalonkannya.Sebagai panasehat/ konsuitan
politik beliau saya menyarankan untuk menempuh jalur independen;

e Bahwa sewakiu pendaftaran sebagai calon bupati melali jalur independent
Tanpa ada tanda terimanya tapi ada mengisi buku tamu;

o Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal 27 dan 29 Mei Penggugat ikut hadir untuk
mendaftar sebagai calon Bupati;

e Bahwa untuk pengumpulan KTP dukungan dari masyarakat pada Tanggal 9
September 2024 dan diserahkan kepada KIP pada saat pendaftaran;

2. Saksi Penggugat atas nama: Muhammad Nazir, nemberikan keterangan yang pada

pokonya sebagai berikut: ‘ T
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Agustus 2024 membawa surat untuk disampalkan
pemintaan pedaftarg. Lo, dari bapak Heriicn -
pembukaan silon kepada KIP dan surat pemberitahuan
calon;

o Bahwa pengumpulan KTP dilakukan oleh Tim dan masyarakat senir, kareng
masyarakat menginginkan pasion lebih dari satu pasion;

o Bahwa Saksi mengetahui silon dikirim oleh LO ke KIP;

o Bahwa sepengetahuan Saksi silon itu diserahkan, keesokan harinya tanggal 10
September 2024 LO melaporkan kepada Tim dan Paslon bahwa silon itu tidak
bisa diproses;

o Bahwa Saksi adalah sebagai koordinator lapangan untuk mengantarkan Paslon
Hamdan Sati, satu hari sebelum pendaftaran saya dihubungi oleh salah satu
Komisioner KIP Bemama Rusli yang menanyakan apakah jadi mendaftar, waktu
saya jawab Isyaallah jadi dan Bapak Rusli mengatakan bawa mereka akan
menerima seperti sebelum-sebelumnya, jadi tidak ada penolakan;

3. Saksi Penggugat atas nama: Dedi Syaputrari, SP. memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagali berikut

o Bahwa Saksi adalah adalah Tim yang terjun langsung untuk pengumpulan KTP

yang diberikan oleh masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim di desadesa
maupun tm kewmafan, jadi proses untuk memperbanyak fomulir KWK
persorangan itu kita cetak dan diperbanyak dan disebarkan bulan Agustus ~ dan
dikumpulkan Kembali tanggal 8-10 Agustus 2024;

Bahwa sepengetahuan Saksi KTP terkumpul 35.000 KTP dan yang di serahkan
ke KIP 10038 KTP;

e Bahwa Saksi dan LO yang mengantarkan persyaratan pendaftaran ke KIP,
Waktu di KIP diteima oleh pegawai KIP Bemama Joni;

Bahwa Tergugat mengajukan 1 (safu) orang Ahli yang telah memberikan
keterangan dan pendapatnya di bawah sumpah menurut agamanya yang keterangan
selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu
kesatuan dengan putusan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
Ahli Tergugat atas nama : DR. Zainal Abidin, S.H., M.Si,, M.H. memberikan kst{g(anga\“ \
yang pada pokonya sebagai berkut SN

kemudian pemmintazn
pendatftaran pasangan
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o Bahwa Ahii menjelaskanAoehadalahsebuah |
UUPA yaitu UU No. 11 Tahun 2006. Tentang Pikada d.athUSus Yang diatur dajay,
Iatur da

tidak diatur dalam undang-undang khusus Aceh; | g
e Bahwa didalam Qanun ada mengatur tentang pencalonan Perseoranga
NYyaitu Qanyn

Nomor 7 Tahun 2024, syarat untuk perseorangan agg Misanya g
a du
masyarakat, dukungannya 3% dari jumlah penduduk, dokumen dukungannyak:,dm;analal

dibuat dalam b.entuk suurat keterangan yang ditanda tangani disertgj dengan e KTpp
hanya sebatas itu yang dftemukan dalam terkait syarat calon perseorangan: ’

e Bahwa Kalau melihat tahapan jadwal pilkada dimulai dari Pengumpulan dukungan
untuk calon perseorangan, setelah dukungan dikumpulkan hasilnya untuk ditetapkan
sebagai dukungan yang sah yaitu pada bulan Mei 2024 artinya penetapan adalah tiket
pasion untuk mendaftarkan diri ke KIP;

e BahwaKlPdalammembuatjadwaldantahapanpelaksanaanbetpedomanatau
berdasakan UUPA;

e Bahwa Ahli menjelaskan persyaratan berupa dukungan yang di bawa Ketka
pendaftaran adalah dokumen dukungan yang telah terverifikasi dan ditetapkan
sebagai dokumen yang sah. Nah itu adalah tiket bagi paslon perseorangan untuk
mencalonkan diri, tanpa tiket tidak bisa mendaftar:

* Bahwa menurut Ahli Keputusan KIP adalah aturan teknis, bila tidak diatur maka dapat
dipedomani peraturan lainnya, yang jadi masalah sebetulnya adalah Ketika dilakukan
pendaftaran oleh paslon perseorangan tidak memenuhi persyaratan dokumen
pendaftaran sehingga pemdattaran itu ditolak;

» Bahwa bila terjadi pertentangan noma antara Qanun dengan PKPU yang beriaku
adalan aturan bersifat kusus yaitu Qanun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan
masing-masing di persidangan tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang berjalannya proses pemeriksaan
telah dimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Barmasegalas&suatudalamBeritaAwaPersidangantelahtermuatdan

merupakan satu kesatuan dalam putusan ini %
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- S ebEra pinak mohon putusan pengadilan;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah terurai dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadii objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun
2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (vide Bukdi P-1)

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009, ketiganya akan disebut sebagai Undang-Undang Peradiian Tata Usaha Negara |
(UU PTUN), demikian pula terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-
Undang 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ketiganya akan

disebut sebagai Undang-Undang Pemilhan Kepala Daerah (UU PILKADA):

Menimbang, bahwa peraturan pelaksana tentang pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh diatur
secara khusus (lex specialis) dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota jo. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun
Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati
dan Wekil Bupati, Serta Walkota dan Wakil Waliota (sefanjuinya disebut QANUN
PILKADA);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok
perkarg;

Eksepsi
Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut
1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan tidak berwenang secara
absolut mengadili perkara a quo;
2. Penggugat tidak memilii kedudukan hukum (legal slanding) dalam mengajukan
perkara a quo; dan
3. Gugatan Penggugat kabur dan prematur

Halaman 46 dari 62 halaman. Putusan Nomor: 1 &G/PILKADA/2024/P
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Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim
pertimbangkan sebagai berikut;

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan tidak berwenang secara
absolut mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya tersebut pada pokoknya
mendalikan tidak pemah ada upaya administratif berupa permohonan atas sengketa
pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat
terhadap Tergugat kepada Panita Pengawas Pemiihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh
Tamiang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim perimbangkan
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 154 ayat (2) UU PILKADA menyebutkan sebagai
berikut: :
Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan sefelah seluruh upaya administratif di Bawaslu
Provinsi darvatau Panwas KabupatervKota telah dilakukan.

Menimbang, bahwa merujuk putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 48/PUU-
XVII2019, tanggal 29 Januari 2020 pada pokoknya menyatakan ‘frasa ‘Panwas
Kabupaten/Kota” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai ‘Bawasly Kabupater/Kota”, dengan demikian Panwas
Kabupaten/Kota dalam pasal 154 ayat (2) UU PILKADA tersebut adalah Bawaslu
Kabupatern/Kota;

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (3) QANUN PILKADA menyebutkan sebagai
berikut

Pengawasan penyelenggaraan Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati serta
Pemilihan Walikota dan Waki Walikota dilaksanakan oleh Panwaslih Kabupatern/Kota.

| Menimbang, bahwa menjuk pasal 154 ayat (2) UU PILKADA jis. putusan
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 48/PUU-XVII/2019 dan pasal 6 ayat (3) QANUN
PILKADA, maka Bawaslu KabupatervKota di Kabupaten Aceh Tamiang adalah Panitia
Pengawas Pemilihan (selanjutnya disebut Panwaslih) Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti ditemukan fakta hukum Panwaslih
Kabupaten Aceh Tamiang telah mengeluarkan Putusan "éf;\lst‘er
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(fc. Tergugat) dengan objek permohonan berupa Berita Acara Normor 158/PL.02.2-
BA/1116/2024, tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 11 September 2024 (vide Bukti P-11 =
Bukti T-11);

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disebut PERMA 1 1/2016)
menyebutkan sebagai berikut:

Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat
kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawasly
Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) PERMA 11/2016 tersebut tidak menyebutkan
bahwa upaya administrasi harus digjukan terhadap keputusan tentang penetapan
pasangan Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan Panwaslih
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor Register 001/PS.REG/ AC.07/1X/2024, tanggal 5
Oktober 2024 tersebut, meskipun objek pemmohonan dalam putusan Panwaslih
Kabupaten Aceh Tamiang tersebut berbeda dengan objek sengketa dalam perkara a quo
sebagaimana dalil eksepsi Tergugat tersebut, namun secara substansial isi dan tujuan
dari upaya administratif Penggugat tersebut adalah mengenai penyelesaian sengketa
pemiihan, maka Majelis Hakim berpendapat putusan Panwaslih Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor Register: 001/PS.REG/AC.07/1X/2024, tanggal 5 Oktober 2024 tersebut
memenuhi persyaratan sebagai upaya administrasi sebagaimana dimaksud 154 ayat ()
UU PILKADA jo. pasal 5 ayat (1) PERMA 11/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Penggugat
telah melakukan upaya administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
beriaku, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tinggi Tata-WUsaha

y \\g\m l:‘)'/l.,'.‘ -
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wegara PTTON Medan fdek berwenang secara absolut menge perkera
, yataj@nﬁdakdﬁe"ma;
:npenggug gt tidak memilid kedudukan hukum (legal standing) dalam mengaitkan
poterm @ e
Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut, Tergugat pada pokoknya
mendalikan Penggugat bukaniah Pasangan Calon Bupat dan Wekil Bupati Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta
pemiihan, maka secara mutatis mutandis beralasan menurut hukum dinyatakan
Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo;
Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berkut
Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang menyebutkan sebagai
berikut
Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

a quo

suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertuls kepada
pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan
ganti rugi dar/atau rehabiltas.

Menimbang, bahwa mengacu pasal 53 ayat (1) UU PTUN tersebut, maka
kedudukan hukum (legal standing) yang dapat bertindak sebagai subjek hukum
Penggugat dalam sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata
yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negarg;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai subjek hukum Penggugat
dalam sengketa tata usaha negara pemilihan diatur dalam pasal 3 PERMA 11/2016 yang
menyebutkan sebagai berikut

Penggugat merupakan pasangan Calon Gubemur dan Calon Waki Gubemur,
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupat Calon Walkota dan Calon Wakil Walikota, yang
keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupatern/Kota atau

KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubemur dan Calon Wakil

Gubemur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil
Wallkota.

et
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Menimbang, bafWa oS\ Suret Edaran Mafkamah Agung Repubik Indoncsi
Nomor 3 Tahun 2018 tgl 16 November 2018 Tentang Pemberiakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 huruf V. poin C. Hak gugat dalam
sengketa Tata Usaha Negara pemilihan Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 3
Tahun 2015 poin 3 tanggal 29 Desember 2015 diubah sebagai berikut:
Sesama Pasangan Calon (Gubemur dan Waki Gubemur, Bupati dan Wakil
Bupati Walikota dan Wakil Walikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KiP Kabupaten/Kota
Tidak Dapat Saling Menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan,
karena kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam
sengketa TUN Pemilihan diberikan oleh Undang-Undang hanya bagi pasangan yang
dirugikan kepentingannya atau YANG TIDAK DITETAPKAN oleh KPU ProvinsiKIP
Aceh atau KPU kabupatervKota atau KIP kabupater/Kota sebagai Pasangan Calon
(Gubemur dan Wakil gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota)
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum tersebut, maka kedudukan hukum
(legal standing) Penggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah
pasangan Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang merasa kepentingannya dirugikan
karena Tidak Ditetapkan oleh Keputusan KPU ProvinsiKIP Aceh atau KPU
Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dan keberatan terhadap keputusan tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) huruf g PERMA 11/2016
telah mengatur secara limitatif tuntutan (pettum) yang dapat diajukan dalam gugatan
sengketa tata usaha negara pemilihan, yang menyebutkan sebagai berkut
Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh penggugat atau
kuasanya dalam 5 (lima) rangkap yang memuat:
g. hakhal yang dimohonkan untuk diputus meliputi:
1.mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2menyatakan batal Keputusan KPU ProvinsiKIP Aceh atau KPU Kabupaten
/Kola atau KIP KabupatervKota;
3. memerintahkan tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;
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4, memerintahkan tergugat untuk menerpjtican Keputusan fonger

penggugat sebagai pasangan calon Peserta pemilhan Gubemg Penetapan

. . ur dan Waki
Gubermnur, Bupat dan Waki Bupati atau Walikota ca Wakil Walikotg:

5 perintah membayar biaya perkara, k.

Menimbang, bahwa merujuk pasal 6 ayat (1) hunf g PERMA 1112016 tersepyyt
maka selsh setu tuntutan (petitum) yang dapat diajukan oleh Penggugat daiam gugatan
adalah penerbitan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai pasangan calon
peserta pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 jo. pasal 6 ayat (1) huruf g PERMA
11/2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018
tgl 16 November 2018, Majelis Hakim memperoleh kaidah hukum yaitu kedudukan

hukum (legal standing) Penggugat dalam sengketa tata usaha negara pemiihan diberikan
bagi Pasangan Calon yang tidak ditetapkan oleh KPU ProvinsiKIP Aceh atau KPU
Kabupater/Kota atau KIP Kabupaten/Kota sebagai Peserta Pemilihan untuk mengajukan
gugatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupatern/Kota atau KIP
Kabupater/Kota dengan tuntutan agar ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan;

Menimbang, bahwa Penggugat (. H. Hamdan Sati, S.T. dan Febriadi, S.H.)
adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang tidak ditetapkan
sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 (vide
Bukti P-1)

Menimbang, bahwa merujuk fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pasal 53
ayat (1) UU PTUNjis. pasal 3, pasal 6 ayat (1) huruf g PERMA 11/2016 dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tgl 16 November 2018,
maka Majelis Hakim berpendapat terdapat kepentingan yang dirugikan dari Penggugat

atas terbitnya objek sengketa, yang bermakna bahwa Penggugat memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perimbangan tersebut, maka eksepsi
Tergugat tentang Penggugat tidak memiiki kedudukan hukum (jegal standing) dalam
mengajukan perkara a quo dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan Penggugat kabur dan prematur;
Menimbang, behwa eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dan prematur

-

digjukan oleh Tergugat dengan dali-dali berkenaan dengan inistras etha
paya administrasi \el\map\
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Menimbang, bahwa mengacu jawab menjawab dan alat bukt yang diajukan para
phakcﬁperdehfaldahdqmyangdismunmenunnﬁnirnasasebagaibaihm

- balmTag:gatmenMapaﬂaﬁamnpasanganwanupaﬁdanV\bldBupaﬁ
AoehTamiangdaﬁtanggalZ?s.ngAgustus2024berdasaﬂ<anSurat
Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh
Tamiang Tahun 2024, tanggal 18 April 2024 (vide Bukti T-5);

- bahwa kemudian Tergugat melakukan penundaan dan kemudian membuka
perpanjangan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh
Tamiang dari tanggal 9 s.d. 11 September 2024 berdasarkan Surat Keputusan
KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan
Tahapan dan Jadwal Penundaan Serta Perpanjangan Pembukaan Pendaftaran
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 4
September 2024 (vide Bukti T-9);

- bahwa Penggugat (ic. H. Hamdan Safi, S.T. dan Febriadi, S.H.) mengajukan
permohonan pembukaan akses Silon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
kepada Tergugat dengan formulr model PERMOHONAN.SILON.
PERSEORANGAN.KWK; tanggal 9 September 2024 (vide Bukti P-5 = Bukti T-

15);
P
p’/{ﬁ‘. ToaN
&\ =47
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- bahwa Tergugat menyatakan fidak dapat memproses pembukaan akses SILON
KADA Perseorangan aas nama Penggugat berdasarkan Berita Acara Nomor:
156/PL.02.2-BA/1116/2024 tentang Permohonan Pembukaan Akses Silor;
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang atas nama Penggugat,
tanggal 9 September 2024 dan diberitahukan kepada Penggugat berdasarkan
Surat Nomor. 1310/PL.06-01.8-SD/1116/2024, tanggal 9 September 2024 (vide
Bukti T-17 dan Bukti P-6 = Bukti T-18);

- bahwa Tergugat menolak pendaftaran Penggugat sebagai pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara
Nomor. 158/PL.02.2-BA/1116/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal
Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun
2024, tanggal 11 September 2024 (vide Bukti P-9 = Buki T-10);

- bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 22 September
2024 (vide Bukti P-1).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, permasalahan
hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah penerbitan objek sengke sesual
atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku dan/atau Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Balk (selanjutnya disingiat AUPB);

Aspek Kewenangan
Menimbang, bahwa objek sengketa a quo adalah perbuatan hukum tata usaha

negara pemiihan yang dilakukan oleh Tergugat berupa penetapan pasangan calon
peserta pemilihan Bupati dan Wekil Bupati (vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa kewenangan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten/Kota
dalam penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diatur dalam
pasal 1 angka 9 jo. pasal 13 huruf jUU PILKADA yang menyebutkan sebagai berikut

Pasal 1 angka 9:

KPU KabupatenKota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati serta Walkota dan Waki Welkola berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang ini; T
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Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota daja, Péirie
fi sera Walikota dan Waki Walikota meliputi: : e Bupe dan Wayg

?Upa ol pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bypai siia

jme pa

walikota dan Calon Wakil Waliota yang telah memenuhi persyaratay, Sangan Cajon
Venimbang, bahwa kewenangan Komisi Independen Pemiihan, Kebupete
- proisiAceh (i, Komis ndependen Pemiln Kabtpeten Acsh Tamiy )m
n pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diatur dajan, o
5 ayat (2) Jo. pasal 11 ayat (1) huruf e QANUN PILKADA yang menyebutkan sebagsi
berikut

Pasal 5 ayat (2):

Pemilhan Bupati dan Waki Bupat; dan Walkota dan Waki Walkota
diselenggarakan oleh KIP Kabupaten/Kota;

Pasal 11 ayat (1):

Tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) meliput:

e. penetapan pasangan Bakal Calon Gubemur dan Bakal Calon Wakil Gubemur,
pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Waki Bupat] serta pasangan Bakal Calon
Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota menjadi pasangan Calon Gubemur dan Wakil
Gubemur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Wallkota dan
Wakil Walikota.

Menimbang, bahwa nomenkiatur Bakal Calon telah dihapus dalam UU PILKADA,
maka dengan menggunakan penafsiran gramatikal terhadap kalimat “pasangan Bakal
Calon menjadi pasangan Calon’ sebagaimana dimaksud dalam QANUN PILKADA
diartikan sebagai "pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta
pemilihan’;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan-ketentuan normatif @ quo, maka secara

yuridis nomatif Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang (ic. Tergugat)

berwenang menerbitkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta
ilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tami ic. objek sengketa).

Aspek Prosedur dan Substansi
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Menimbang, bahwa Se@]umYa Majehs Hakim akan mempertimban okan aspek
prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa secara sekaligus I
pertimbangan hukum sebagai benkut;

Menimbang, bahwa mencermati dalii-dalil para phak, alat bukti yang digjukan,
serta fakta/peristiva hukum yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpuikan pokok
persengketaan para pihak adalah mengenai penolakan pendaftaran Pendqugat sebagei
pasangan calon peserta pemiihan Bupati dan Wekil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024
pada perpanjangan masa pendattaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa dihubungkan dengan
dilakukannya perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana uraian fakia hukum di atas,
maka dapat disimpulkan pada saat pendaftaran tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024 hanya
terdapat 1 (satu) pasangan calon peserta pemiihan Bupati dan Wakil Bupati yang
diusulkan oleh Gabungan Partai Politk dengan Partai Politik Lokal (vide Bukti P-1, Bukti T-

5, dan Bukti T-9); |
Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pendaftaran pasangan calon pada
perpanjangan masa pendaftaran diatur dalam pasal 37 QANUN PILKADA yang
menyebutkan sebagai berkut

(1) KIP menetapkan paling kurang 2 (dua) pasangan calon sefelah melakukan

pemeriksaan administrasi dan persyaratan caion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
sampai dengan Pasal 34;

(2) Apabila sampai batas wakiu yang ditetapkan telah berakhir dan pasangan
bakal calon kurang dari 2 (dua) pasangan, maka akan dilakukan penundaan selama 10
(sepuluh) Hari dan perpanjangan masa pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) Hary;

(3) Apabila waktu perpanjangan masa pendaftaran telah berakhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan pasangan bakal calon belum terpenuhi, tahapan diléry'uﬂ@n
dengan menetapkan 1 (satu) pasangan calon;

(4) dan seterusnya...,

Menimbang, bahwa oleh karena hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon peserta
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang mendattar, kemudian Tergugat melakukan

penundaan dan membuka perpanjangan pendaftaran pasangan calon dari tanggal 9 s.d.
11 September 2024 (vide Bukti T-9);
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tanggal I, Yol pasangan calon v e
mendafiar pada pendaftaran "99.273.-d-29ﬁgusmszoz4dapat -
paparjangan 1255 penciren ek bagi pasangan calon yeng dusung par o
gabungan partai politi, partai politk lokal, gabungan partai polik dan partai poitk lokal,
gabungan partai politk lokal, maupun bagi pasangan calon perseorangan

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendaiikan
pada tanggal 9 September 2024, Penggugat mengiimkan surat kepada Tergugat untuk
meminta akun Silon, dan KIP Kabupaten Aceh Tamiang (Tergugat) membalas surat
Penggugat yang isinya menolak permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dali Penggugat tersebut, dalam jawabannya
Tergugat tidak memberikan tanggapan yang relevan, namun dalam Berita Acara Nomor.
156/PL.02.2-BA/1116/2024, tanggal 9 September 2024, alasan tidak dl.benkannya atelks:
Sion kepada Penggugat adalah karena telah melewati tahapan dan jadwal yang
ditetapkan (vide Bukti T-17); | o & i

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergud enoiakpendaaran »

158/PL02.2-BA/1116/2024, tanggal
dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor:

September 2024 (vide Bukti P-0 = Bukti T-10); Nommor: 813/PL022-PU/11162024
an 2
Menimbang, bahwa mengacu Pengumurm calon
s kungan untuk pasangan
tenggal 5 Mei 2024 cisebutian wakiu penyer duwu::um T-7)
perseorangan ditentukan dari tanggal 8 s.d. 12Me 202‘;( ngan begi pasangan calon
5 ratan u .
Menimbang, bahwa mengenal persy@ LKADA yang menyebutian se02G3
‘(.“J\'\'w

- P
perseorangan diatur dalam pasal 28 GrENH i

{ Dipindai dengan !
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

pemeninishan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipit

d pemyaiaan tertulls sebagaimana dimaksud pada huruf b harus diandatangani
atzu dibubuhi cap jempal dalam hal yang bersangkaitan tidak dapat menandatangani

e pemyataan fertulls sebagaimana dimaksud pada huruf d dbuat secara indvid
atzu koleki diberi materai dan mengetahui Keuchik setempat atau nama i

f sefiap pemniih hanya bokh memberkan dukungan kepada salu pasangan

dukangan (vide Buki P-37 sd. Buiii P-51) -

mmmmu«mmwo yang menganirian persyaraan
j dan

Pendaioran ke KIP (vide Beriia Acara Perscen! pensisien ekstenst

fhadap pesal 28 den 37 QANUN renimbulkan

: untuk )

sspetutnya Tergugat juga memberfen qiangan  meEl SRON O s /

TR PN
wik menyershken persya@! IS
i::l’*\\mf,'; i
i vandﬂOQMTlh S \
! Dipindai dengan !
‘& CamScanner’:


https://v3.camscanner.com/user/download

manualkonvensional dan persyaratan administrasi lainnya serta memberi kesempatan
untuk melakukan perbaikan sampai batas wakiu sebelum ditetapkannya pasangan calon
sebagai peserta pemilihan (ic. objek sengketa); _

Merimbang, bahwa tidak diberikannya wakdu bagi Penggugat untuk melengkapi

persyaratan, serta tidak diberikannya kesempatan bagi Penggugat untuk mengikut
tahapan selanjutnya setelah pendaftaran, maka penerbitan objek sengketa melanggar
AUPB khususnya asas menanggapi harapan yang wajar (meeting raised expectation)
dan Asas Pelayanan Yang Baik yang bermakna pemerintah harus dapat menimbulkan
pengharapan-pengharapan yang wajar bagi kepentingan rakyat, dalam sengketa
pemiihan a quo Tergugat tidak memberkan Pelayanan Yang Bak dan telah
menghilangkan harapan yang wajar bagi Penggugat untuk mengikut kontestasi sebagai
peserta pemiihan Bupati dan Weakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka penerbitan
objek sengketa mengandung cacat yuridis harus dibatalkan dan mewajibkan Tergugat
mencabutnya ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutannya (pefitum) Penggugat juga memohon
kepada Pengadilan agar memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan
baru yang mencantumkan nama Penggugat yaitu H. Hamdan Sati, ST sebagai calon
Bupati Aceh Tamiang dan Febriadi, SH sebagai calon Wakil Bupati Aceh Tamiang
sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun 2024;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutannya (petitum) Penggugat tersebut, Majelis
Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pengumuman Nomor 813/PL.02.2-Pu/1116/2024,

- fanggal 5 Mei 2024 yang merujuk pada Peraturan Komisi Independen Aceh Nomor 8
Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Aceh Tahun 2024,
disebutkan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang harus
didukung 3% (tiga persen) dari jumiah penduduk yaitu sebanyak 9.244 (Sembilan ribu dua
ratus empat puluh empat) dukungan dan tersebar paling sedikit 50% (ima puluh persen)

dari jumlah kecamatan yaitu 6 (enam) kecamatan (vide Bukti T-7);
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melebihi syarat minimal 9.244 (Sembilan ribu dua ratus empat puluh empat) dukungan
dan berasal dari 6 (enam) kecamatan, demikian pula Penggugat telah memenuhi
persyaratan administrasi lainnya (vide Bukti P-37 s.d Bukii P-51 dan Bukti P-18 s.d. 36);
Menimbang, bahwa salah safy tujuan pemeriksaan sengketa pada peradilan tata
usaha negara adalah untuk mencari kebenaran materii, oleh karenanya Hakim peradilan
tata usaha negara diberikan kewenangan yang bersifat akif (asas dominus Iitis) untuk
mencar kebenaran materiil dari suaty sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha
negara (fc. sengketa tata usaha negara pemilihan), setiap putusan yang diatuhkan oleh
Hakim setidaknya memuat kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Hakim dalam
menjatuhkan putusan tidak hanya bertujuan mewujudkan kepastian hukum, secara
konseptual harus pula membawa keadilan dan kemanfaatan, nilai keadian dan

berdasar uraian fakta dan pertimbangan tersebut, tuntutan (petitum) Penggugat kepada
Pengadilan agar memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang
mencantumkan nama Penggugat yaitu H. Hamdan Sati, ST sebagai calon Bupati Aceh
Tamiang dan Febriadi, SH sebagai calon Weakil Bupati Aceh Tamiang sebagai Pasangan
Calon Peserta Pemilinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024

bersama-sama Pasangan Calon Drs, Amia Pahmi, M.H dan Ismail, SE.| yang telah ada
Pt untuk dikabulan,

. Menimbang, bahwa dengan perimbangan tersebyt diatas, maka gugatan
=n90Ugat pettt icaty gy, Untuk seluruhnya;
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kepada
Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 QUL

Tergugat sebagai phak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; _

Merimbang, bahwa Maielis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukd
dalam perkara ini, namun hanya alat bukii yang relevan yang diadikan bahan
perimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap
termuat dalam berkas perkars;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang
berkaitan.

MENGADILLI:
Dalam Eksepsi:
Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak diterima.
Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024, tanggal 22
September 2024 atas nama pasangan calon yaitu Drs. Armia Pahmi, M.H dan Ismail,
SE.;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun
2024, tanggal 22 September 2024 atas nama pasangan calon yaitu Drs. Ammia
Pahmi, M.H dan Ismail, SE.;

4. Mewsajbkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan bany yang
mencantumkan nama Penggugat yaitu H. Hamdan Sati, S.T. sebagai calon Bupati
Aceh Tamiang dan Febriadi, S.H. sebagai calon Wakil Bupati Aceh Tamiang sebagai
Pasangan Calon Peserta Pemiihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh

7:: N
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Tamiang Tahun 2024 bersama-sama Pasangan Calon Drs. Amia Pahmi, M.H dan

Ismail, SE.| pasangan calon yang telah ada ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumiah Rp 295,000 (Dua

ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh
R BASUKI SANTOSO, S.H., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan

FITRIAMINA, SH., MH. dan MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.-H. masing-
masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29

Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu MUHAMMAD YAMIN, SH.,,
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan dihadiri Kuasa

Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elekironik

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
ttd

ttd

R. BASUKI SANTOSO, SH.,M.H.
FITRIAMINA S.H., M.H

ttd. PANITERA PENGGANTI

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, SHMH td

MUHAMMAD YAMIN, SH
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Perincian Biaya Perkara:

1.Biaya Pendatftaran Rp.  30.000,00
2 BiayaATK Perkera Rp. 125.000,00
3.Surat Panggilan Rp. -
4Meterai Rp. 10.000,00
5Redaksi Rp. 10.000,00
6.Pemberkasan Rp. 100.000,00
7.PNBP Surat Panggian Para Phak Rp._20.000,00
Jumizh Rp. 295.000,00
(Dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 62 dari 62 halaman. Putusan Nomor: 15/G/PILKADA/20;
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Catatan : suai den ngan aslinya, diberikan kepada dan

g | se
e.W@gggg;,\-m(uasa Tergugat.

Medaﬁ ;'éétOktober 2024.
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Rincian Biaya Salinan Putusan :

1. Biaya Leges Putusan (500 x 62 Lembar) ....... Rp. 31.000.-
D MALETAI ..veoemeverarnsesemeemsnsnnsesssmssase s ssenss Rp. 10.000.-
R DNBE. oot e gy il St e e Rp. 10.000.-
A ROAGKSI ...:0 50 ban vt sivansanisissasanniseonassaonerses Rp. 10.000,-

JUMIAN e Rp. 61.000,-

(Enam puluh satu ribu Rupiah)
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